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ABSTRAK 
 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU 

KEJAHATANPENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PRAKTIK  

PINJAMAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM  KEPOLISIAN RESOR  

KOTA BESARPALEMBANG 

 

 

OLEH 

SRI EKA SARI 

 

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi 

pelanggar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah 

penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam 

praktik pinjaman online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar 

Palembang? dan 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 

terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman 

online wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?. Metode 

penelitian yang digunakan adalah Penelitian empiris. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan 

penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online di Wilayah Hukum 

Kepolisian Resor Kota Besar Palembang telah dilaksanakan secara penal namun 

belum optimal karena perlindungan hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan 

data pribadi dalam praktik pinjaman online belum secara komprehensif; 2) Faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan 

penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online di wilayah Hukum 

Kepolisian Resor Kota Besar Palembang  yaitu a) Faktor Hukum itu sendiri. 

Undang-undang yang khusus secara komprehensif yang mengatur tentang 

penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi belum ada; b) Faktor 

penegak hukum itu sendiri. Kurang memahaminya aparat penegak hukum 

terhadap permasalahan data pribadi dan terhadap proses penanganan untuk 

mengungkap kejahatan penyalahgunaan data pribadi, membuat lambannya proses 

penyelidikan; c) Faktor sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana 

yang ada seperti perangkat ITE sehingga kesulitan menemukan pelaku dan barang 

bukti dan kurangnya dana anggaran sehingga menyebabkan sulitnya melakukan 

pelacakan dan proses penyelidikan; d) Faktor masyarakat. Kelalaian dari calon 

korban (masyarakat) itu sendiri tanpa disadari dalam melaksanakan aktifitasnya 

sehari-hari; e) Faktor budaya masyarakat, berupa sikap pesimis masyarakat, daya 

pikir yang selalu menganggap remeh kasus penyalahgunaan data pribadi. 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Kejahatan, Penyalahgunaan Data Pribadi  

 Praktik Pinjaman Online 
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ABSTRACT 

 

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF ABUSE OF PERSONAL 

DATA IN PRACTICE ONLINE LOANS  THE JURISDICTION OF THE 

POLICE RESORT BIG CITY OF PALEMBANG 

 

 

BY 

SRI EKA SARI 

 

Violation of personal data causes legal consequences for violators. The 

formulation of the problem in this study is 1) How is law enforcement against 

criminals who misuse personal data in online lending practices in the jurisdiction 

of the Palembang City Police Resort? and 2) What are the factors that influence 

law enforcement against criminals who misuse personal data in online lending 

practices in the jurisdiction of the Palembang City Police Resort?. The research 

method used is empirical research. Sources of data used in this study consisted of 

primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 

1) Law enforcement against perpetrators of crimes of misuse of personal data in 

online lending practices in the Palembang Besar City Police Legal Area has been 

carried out in a penal manner but has not been optimal because legal protection 

against crimes of misuse of personal data in online lending practices has not been 

comprehensive; 2) The factors that influence law enforcement against criminals 

who misuse personal data in online lending practices in the Legal area of the 

Palembang City Police Resort are a) the Legal Factor itself. There is no 

comprehensive special law that regulates law enforcement against the misuse of 

personal data; b) The law enforcement factor itself. Lack of understanding of law 

enforcement officials regarding personal data issues and the handling process to 

uncover crimes of misuse of personal data, makes the investigation process slow; 

c) Facilities and infrastructure factors. Lack of existing facilities and 

infrastructure such as ITE equipment so that it is difficult to find perpetrators and 

evidence and lack of budget funds, making it difficult to track and investigate the 

process; d) Community factors. Negligence of the potential victim (community) 

itself without realizing it in carrying out their daily activities; e) Community 

cultural factors, in the form of public pessimism, thinking power that always 

underestimates cases of misuse of personal data. 

 

Keywords: Law Enforcement, Criminal Perpetrators, Misuse of Personal Data 

Online Loan Practices 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan di 

berbagai aktivitas terutama dalam situasi pandemi covid 19 ini yang tidak bisa 

lepas dari teknologi. Sehingga perlindungan data pribadi di dunia digital semakin 

penting karena penggunaan dokumen elektronik dan jaringan internet semakin 

meningkat terutama sejak pandemi covid 19 hampir semua orang bekerja, belajar, 

bertransaksi dari rumah dengan mengandalkan jaringan internet1.  

 Pemanfaatan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya 

baik di bidang pendidikan dan perekonomian dan lain-lain, hal-hal yang berkaitan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan 

mudah dapat di akses, sehingga milyaran bahkan triliyunan informasi dapat kita 

terima dengan cepat. Dalam bidang pekerjaan, pengelolaan data yang berjumlah 

sangat banyak dapat dikelola dengan baik, cepat, efektif dan efisien serta 

meminimalisir kesalahan. Dalam bidang perekonomian, promosi-promosi dan 

potensi-potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan degan 

cepat tanpa batasan tempat atau wilayah dan menjangkau semua lapisan 

masyarakat baik nasional maupun internasional. Akan tetapi perkembangan 

teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga 

mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya 

 
 1Herlambang, I. T. 2019. Korban Kejahatan Perbankkan Dalam Perspektif Hukum Dan 

Viktimologis. Negara dan Keadilan, 8(1). (online) http://riset.unisma.ac.id/ diakses tanggal 12 

September 2021 pukul 12.30 Wib 

1 

 

http://riset.unisma.ac.id/
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penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan 

dan lain-lain.2 

 Pada saat pandemi covid 19 ini, pinjam meminjam berbasis online ini 

dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara financial 

technology yang dianggap efektif dan efisien. Dari definisi diatas jelas bahwa 

dibuatnya teknologi pinjam meminjam secara online ini untuk mempermudah 

masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatasi oleh ruang dan 

waktu selama gadget seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat 

terkoneksi internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian 

dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak 

memakan waktu. Dengan kemudahan dan efesiensi ini diharapkan menjadi solusi 

keuangan masyarakat.3  Kemudian suatu sebab pinjam meminjam berbasis online 

digemari masyarakat adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal 

dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan 

administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan 

pinjam meminjam pada layanan keuangan formal.4 

 Aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem peer to peer 

lending, yaitu penyelengaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan 

pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Kehadiran 

sistem peer to peer lending di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang 

positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah 

 
 2 Thomas Suyatno dkk, 2017, Dasar-Dasar Perkreditan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, hlm.12. 
3 Edi Suprayitno, Nur Ismawati, 2017. ”Sistem informasi  Fintech Pinjaman Online Berbasis 

web”, Jurnal Sistem Informasi,Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 9, Nomor 2, hlm. 101.  
4 Raden Ani Eko Wahyuni,Bambang Eko Turisno, Loc.cit 
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terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses 

pinjam-meminjam uang.5 

 Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu 

melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisisan data. 

Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu 

memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan 

masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Hukum 

perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan 

data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang.6 

 Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-

unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak 

pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun 

unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi pidana 

belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi 

yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna. Selain itu, urgensi 

perlindungan data pribadi dapat dilihat dengan adanya perlindungan data pribadi 

sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur pada Pasal 12 Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memberikan landasan hukum bagi 

negara-negara anggotanya dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan 

menghormati hak atas diri pribadi warga negaranya masing-masing.  

 
5Alfhica Rezita Sari, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam 

Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To PeerLending Di Indonesia”, Tesis 

Program Studi (S2) Ilmu Hukum Fakultas Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta, hlm. 97.  
6Sinta Dewi, 2016, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi 

Dikaitkan dengan penggunaan CloudComputing di Indonesia, Yustisia, Volume 5, Nomor 1, 

Januari-April 2016, hlm. 25.  
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 Dalam Konvenan Internasional Perlindungan Sipil dan Politik 

atau International ConvenantonCivilandPoliticalRights (ICCPR). Konvensi ini 

lahir pada 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200 A dan berlaku sejak 23 

Maret1976. Instrumen hukum internasional ini memberikan perlindungan yang 

lebih tersurat terhadap hak pribadi manusia. Pasal 17 ayat (1) ICCPR menyatakan 

bahwa tidak seorangpun akan mengalami gangguan sewenang-wenang atau 

melanggar hukum dengan privasi, keluarga, rumah atau korespondensi atau 

serangan tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya, setiap orang berhak atas 

perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu. Konvensi ini 

memberikan penekanan bahwa tidak ada seorangpun dapat diperlakukan secara 

sewenang-wenang atau secara tidak sah, dicampuri masalah pribadinya, 

keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya. Konvensi ini selanjutnya 

memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk membuat instrumen hukum 

untuk melindungi warga negaranya. Sehingga menjadi kewajiban negara yang 

telah meratifikasi Konvensi tersebut untuk mengimplementasikannya. Apabila 

terjadi suatu peristiwa pidana atau ada laporan terjadinya tindak pidana, maka 

petugas yang menerima laporan segera mengadakan penyelidikan untuk 

menentukan sampai dimana kebenaran peristiwa tersebut. Laporan tersebut dapat 

dilakukan secara tertulis yang harus ditandatangani oleh si pelapor dan dapat juga 

diajukan secara lisan. 

 Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang 

merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi dan merupakan hak privasi 

seorang warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh Negara sebagaimana 

dijelaskan dalam pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, yaitu : “Setiap orang berhak atas 
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perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang 

di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 

asasi.” 

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 

(1) dan (2) yang menyatakan bahwa:  

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, 

penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang 

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan 

Orang yang bersangkutan.   

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan 

berdasarkan Undang-Undang ini.  
  

 Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data 

pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya 

telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi 

dapat mengajukan gugatan ke pengadilan7.  

 Perlindungan data pribadi terbaru yang disahkan oleh Presiden Joko 

Widodo tanggal 17 Oktober 2022 yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini bertujuan 

melindungi data pribadi yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE) 

atau mencegah penyalahgunaan dari individu tak bertanggung jawab. Dengan 

disahkannya UU PDP ini, maka akses untuk melakukan pengawasan data pribadi 

dari pelanggaran dari pihak tak bertanggung jawab akan dilindungi. 

 
7Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2017, Hukum Perbankan, cet. II, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm. 286.  
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Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan 

data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara luring atau daring, 

dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik 

data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi 

digital), bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (hack) oleh 

pihak ketiga.8 Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat 

adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat 

disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. 

Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran 

hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai 

pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari 

hak asasi manusia yang harus dilindungi. Pasal 1 nomor 1 dan 2 Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan 

Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa data pribadi 

dimaksudkan sebagai identitas seseorang yang terang dan jelas yang merupakan 

penetapan bukti diri terhadapnya yang dipelihara, dijaga kebenarannya dan 

ditempatkan dengan aman kerahasiannya. Sementara Pasal 2 angka 1 mengatur 

terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, 

penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data 

pribadi merupakan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang 

menghormati data pribadi sebagai privasi.Pasal 1 nomor 27 Peraturan Pemerintah 

No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 

 
 8Yahman, 2017, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan,  Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm. 80 
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mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan dan 

dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. 

 Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum 

bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya 

pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa 

penjatuhan sanksi.9 Terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data 

pribadi. Berikut hasil penelitian dan pengambilan data oleh penulis yang 

didasarkan atas laporan yang masuk kepada Kepolisian Resor Kota Besar 

Palembangmengenai jumlah data kejahatan penyalahgunaan data pribadi 

praktik pinjaman online secara umum yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian 

Resor Kota Besar Palembangpada tabel berikut:  

Tabel 1.1 

Jumlah Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi Praktik Pinjaman Online 

yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang  

 

No. Tahun Jumlah Kasus yang 

Dilaporkan 

Kasus selesai sampai 

proses Lidik 

1.  2019 5 2 

2.  2020 6 4 

3.  2021 7 5 

Sumber: Data Sat ReskrimKepolisian Resor Kota Besar Palembang, 2019-2021 

 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kasus kejahatan 

penyalahgunaan data pribadi praktik pinjaman online yang dilaporkan mengalami 

peningkatan selama tiga tahun terakhir. Berbeda dengan kasus yang selesai 

ditangani oleh aparat kepolisian. Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah 

kasus yang mampu diselesaikan tiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah 

 
9Zaeni Asyhadie, 2016, Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 24.   
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kasus yang dilaporkan. Banyak faktor penyebab penyalahgunaan data pribadi 

karena tanpa disadari dapat terjadi karena merupakan kelalaian dari calon korban 

(masyarakat) itu sendiri dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Misalnya 

tanpa kita sadari pada saat membeli kartu perdana dan kemudian meminta agar 

petugas konter untuk melakukan pendaftarannya, pada saat mendownload 

aplikasi, melampirkan data-data pribadi dalam platform atau formulir dan lain 

sebagainya yang tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh petugas konter tersebut 

dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data. 

 Masalah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dihadapkan pada 

sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Selain itu aparat penegak 

hukum juga harus mampu memastikan, bahwa segala bentuk 

tindak kejahatanpenyalahgunaan data pribadi harus ditegakkan.Berdasarkan 

uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah kejahatan 

penyalahgunaan data pribadi praktik pinjamanonline. Sehubungan dengan hal 

tersebut diatas, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran 

melalui penulisan  tesis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Praktik Pinjaman Online di 

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang” . 

 

B. Permasalahan 

 Berdasarkan uraian diatas, maka agar penelitian lebih terarah penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan 

data pribadi dalam praktik pinjaman online di wilayah hukum Kepolisian 

Resor Kota Besar Palembang ? 



9 

 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku 

kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online di 

wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang ? 

C. Ruang Lingkup Pembahasan 

 Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan 

pada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi 

dalam praktik pinjaman online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar 

Palembang dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap 

pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online di 

wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang . 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

               Tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku 

kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online di 

wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang . 

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi 

dalam praktik pinjaman online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar 

Palembang. 

Kegunaan penelitian ini adalah 

a. Secara Teoritis. 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana 

yang menyangkut penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan 
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penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online di wilayah 

hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. 

 

b. Secara Praktis.  

Diharapkan penelitian ini memberi masukan bagi aparat penegak hukum 

(Kepolisian) dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan 

penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online di wilayah 

hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. 

 

E. Kerangka Teoritis  dan Konsepsional 

1. Kerangka Teoritis 

a. Teori Penegakan Hukum  

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan 

rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa Inggris 

lawenforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat 

makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses 

pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap.10 

Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat  penegak hukum untuk 

menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada 

masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan  kondisi tersebut 

menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-

 
10Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, Strategi Pencegahan Dan 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, hlm. 87 
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faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut 

SoerjonoSoekanto antara lain sebagai berikut.11 

1) Faktor Hukum 

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam 

praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian 

hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, 

sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim 

memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada 

kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu 

permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. 

Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, 

melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang 

dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi 

perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat 

tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.   

2)  Faktor Penegak Hukum 

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu 

adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, 

keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak 

hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat  

penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai 

dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir 

lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan 

 
 11SoerjonoSoekanto, 2012, Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, hlm.110.  
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dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan 

penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, 

penjatuhan vonis  dan pemberian sanksi  serta upaya pembinaan kembali 

terpidana. Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya 

aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum 

beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme 

kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, 

termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang 

mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi 

hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum 

acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan 

ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan 

keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.  

3)  Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum  

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk  

mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang 

berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga 

manusia yangberpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan 

yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan 

fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. 

Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya 

belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan 

kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan 

terjadinya kemacetan.   

4)  Faktor Masyarakat  



13 

 

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.  

Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. 

Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran 

hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit 

penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi 

dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak 

hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus  memperhatikan hubungan 

antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum 

bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. 

5) Faktor Kebudayaan  

 Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat 

sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah 

sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau  

nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem  

dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi, dan 

kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, 

umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum 

antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban kewajibannya, dan 

seterusnya.12 Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak  

langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk 

mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan 

terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Agar 

hukum benar-benar dapat mempengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum 

 
 12 Ibid., hlm. 112.  
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harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-

alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi  penyebaran serta 

pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara 

formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.  

 Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku 

hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada 

tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. 

Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat 

penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan 

sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum 

jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.  

b. Teori Sistem Peradilan Pidana 

 Sistem peradilan di suatu negara masing-masing dipengaruhi oleh sistem 

hukum yang dianut oleh negara tersebut. Menurut Eric L. Richard, teori sistem 

peradilan pidana di dunia adalah sebagai berikut13: 

1) Civil Law, hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. 

Sistem ini berasal dari hukum Romawi (Roman Law) yang 

dipraktekkan oleh negara-negara Eropa Kontinental, termasuk bekas 

jajahannya. 

2) Common Law, hukum yang berdasarkan customkebiasaan berdasarkan 

preseden atau judgemadelaw. Sistem ini dipraktekkan di negara-negara 

Anglo Saxon, seprti Inggris dan Amerika Serikat. 

3) Islamic Law, hukum yang berdasarkan syariah Islam yang bersumber 

dari Al Qur’an dan Hadits. 

4) Socialist Law, sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara 

sosialis. 

5) Sub-Saharan Africa Law, sistem hukum yang dipraktekkan di negara 

Afrika yang berada di sebelah selatan Gunung Sahara. 

 
 13A P.A.F. Lamintang, 2016, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta 

Bakti. Bandung, hlm. 7 
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6) Far Fast Law, sistem hukum Timur jauh - merupakan sistem hukum 

yang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem Civil Law, 

Common Law, dan Hukum Islam sebagai basis fundamental 

masyarakat. 

 

 Pada dasarnya teori sistem peradilan hukum pidana nasional Indonesia 

terbentuk atau dipengaruhi oleh 3 sub-sistem hukum, yaitu : 

1) Sistem Hukum Barat, yang merupakan warisan para penjajah 

kolonial Belanda, yang mempunyai sifat individualistik. Peninggalan 

produk Belanda sampai saat ini masih banyak yang berlaku, seperti 

KUHP, KUHPerdata, dsb. 

2) Sistem Hukum Adat, yang bersifat komunal. Adat merupakan cermin 

kepribadiansuatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang 

bersangkutan dari abad ke abad  

3) Sistem Hukum Islam, sifatnya religius. Menurut seharahnya sebelum 

penjajah Belanda datang ke Indonesia, Islam telah diterima oleh 

Bangsa Indonesia.14 

 

2. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun 

kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah: 

a. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan 

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.15 

b. Pelaku kejahatan adalah  mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh 

hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu 

perbuatan kejahatan yang terlarang dan dapat dipidana. 

c. Data pribadi merupakandata perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, 

dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.16. 

 
 14SoerojoWignjodipoero, 2016, Pengantar dan Asas-Asaa Hukum Adat, CV Haji 

Masagung, Jakartahlm. 13 
15Ibid hlm. 34 
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d. Praktek adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan 

(overtbehaviour). 

e. Pinjaman online adalah praktek pinjam meminjam sejumlah dana yang 

dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur yang bertransaksi 

secara online. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian   

 Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan 

yurisis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa penelitian yuridis 

empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi 

ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.17 Penelitian yuridis empiris yang 

dimaksudkan dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis 

dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan 

masyarakat.18 Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di 

masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data 

yang dibutuhkan. Penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber 

data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.  

 

 
 16Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P., 2017, 

Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System, 

Surabaya, Universitas Airlangga, Volume 1 No.2 Oktober 2017    E-ISSN: 2579-6380, Hlm. 191-

208  
17 Abdulkadir Muhammad, 2017, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,  

hlm. 13 
18 Bambang Waluyo, 2016, Penelitian Hukum Dalam Praktek,  Sinar Grafika; Jakarta, hlm15  
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2. Jenis dan Sumber Data 

 Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, 

adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dari 

sumber yang pertama seperti wawancara dan dokumentasi di Polrestabes 

Palembang. Adapun narasumber dalam wawancara ini adalah penyidik Sat 

Reskrim Polrestabes Palembang, sedangkan data sekunder adalah data yang 

tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari 

bahan pustaka seperti data yang diperolah dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan 

lain sebagainya.19 Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 

1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang 

Acara Hukum Pidana, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi 

Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

b. Bahan hukum sekunder 

 
 19Zainuddin Ali, 2017, MetodologiPenelitianHukum,Sinar Grafika, Jakarta,  hlm.42 
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Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal 

tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan 

penyalahgunaan data pribadi. 

 

 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dan Kamus Hukum. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data dari 

penelitian lapangan (Field Research). Data penelitian lapangan mempelajari 

kasus terhadap kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi dalam 

Praktik Pinjaman Online dan wawancara dengan aparat penegak hukum 

(penyidik) instansi terkait tentang masalah kejahatan Penyalahgunaan Data 

Pribadi dalam Praktik Pinjaman Online yang terjadi serta penerapan 

hukumnya. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang 

yang sebagai pewancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untk memperoleh jawaban yang relevan 

dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden20. Adapun 

narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah 5 (lima) 

orang Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Palembang. 

 
 20Amiruddin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 

30 
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b. Observasi 

Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini 

sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku. 

 

4. Teknik Pengolahan Data  

 Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data 

yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, 

untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Adapun pengolahan data yang 

dimaksud meliputi21:  

a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini.  

b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang dikumpulkan baik data 

sekunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali 

untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti.  

c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling 

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub 

pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. 

 

5. Teknik Analisis Data 

 
21 Bambang  Sunggono, op.cit, hlm. 27-28 
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 Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk 

mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat 

deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan 

menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang 

bersifat umum (secara induktif). Data yang sudah diolah kemudian dianalisis 

menggunakan logika induktif-abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari 

“khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan 

atas dasar kejadian (incidence) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan 

berlangsung.22 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang     

lingkup dan tujuan, kerangka teoritis dan konseptual, metode  

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini disajikan tentang 1) tinjauan penegakan hukum, 2) 

tinjauan umum data pribadi dan perlindungan hukum, 3) teori 

perlindungan data pribadi, 4) tinjauan tindak pidana, 5) hakekat 

dari hak privasi terhadap data pribadi, 6) perlindungan hokum 

terhadap data pribadi sebagai hak privasi 

BAB III      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 
22Ibid, hlm, 68. 



21 

 

Pada bab ini membahas mengenai  

1. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan 

penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online 

di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang  

dan; 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 

terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi 

dalam praktik pinjaman online di wilayah hukum Kepolisian 

Resor Kota Besar Palembang  

    BAB    IV     PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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